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Abstract 
This paper aims to determine and analyze the practice of buying and selling on 
the letter purchase of the building of houses on the land property rights no. 145 by 
using the letter of agreement under hand in area Keputren Kampungdalem 
village, Tulungagung. By using the normative method with Case Approach. This 
study focuses on the Sale and Purchase of Building houses done by the members 
of the community land area keputren, Village Kampungdalem, Tulungagung. 
Based on the survey results revealed that the buying and selling of houses is 
carried out in this case is the letter the minister has violated land / agrarian dated 
February 8, 1964 Act 91/14 jo S.Dep. Agrarian dated 10 December 1966 No. 
DPH / 364/43/66, in the regulation of land that has been certified to be using the 
principle of vertical which isbuying and selling buildings and land is one unit. 
Regarding the purchase of the building must be made by an authentic deed of 
Notary. Legal protection can be obtained by the buyer in this case is the 
obligation of the seller to bear the hidden defects on the object that has been 
bought and sold. 
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Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis mengenai tentang 
praktek jual beli bangunan dengan surat jual beli bangunan rumah diatas tanah 
hak milik Nomor 145 dengan menggunakan surat perjanjian dibawah tangan di 
daerah Keputren Desa Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung. Dengan 
menggunakan metode normatif dan Pendekatan Kasus (case approach). Penelitian 
ini memfokuskan pada Jual Beli Bangunan rumah yang dilakukan oleh para warga 
masyarakat daerah tanah keputren, Desa Kampungdalem, Kabupaten 
Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jual beli bangunan 
rumah yang dilaksanakan dalam kasus ini adalah telah melanggar Surat menteri 
pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 Undanrg-Undang No.91/14 jo S.Dep. 
Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66, dalam peraturan tersebut 
untuk tanah yang telah bersertifikat harus menggunakan asas vertical yaitu jual 
beli bangunan dan tanahnya merupakan satu kesatuan. Mengenai jual beli 
bangunan harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. 
Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pembeli dalam kasus ini adalah 
mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi atas obyek 
yang telah diperjualbelikan. 
Kata kunci: jual beli, hak milik, perjanjian 
Latar Belakang Masalah 
Tanah 4  merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi 
kehidupan masyarakat Indonesia. Tanahmerupakan kebutuhan mutlak untuk 
manusia, karena tanah merupakan tempat dimana manusia dan makhluk hidup 
lainnya tinggal untuk menjalani kehidupannya. Fungsi tanah selain sebagai tempat 
tinggal adalah tempat untuk membuka berbagai usaha dan untuk mencari nafkah 
sebagai kebutuhan hidup manusia. Disisi lain daripada itu tanah juga merupakan 
tempat hidup untuk makhluk Tuhan yang lain yaitu tanaman maupun binatang. 
Sebagai salah satu sumber daya alam nonhayati tanah sangat penting untuk 
menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai 
jenis makhluk hidup. Selain digunakan untuk tempat tinggal biasanya tanah juga 
digunakan untuk mencadi nafkah seperti pembuatan usaha, sebagai lahan usaha 
untuk peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Tanah memiliki sifat, yaitu 
merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan 
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 Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti, Maka dalam 
penggunannya perlu diberi batasan, agar diketahui arti apa istilah tersebut 
digunakan.Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, 
sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Didalam 
uraian yuridis tanah memiliki pengertian yaitu permukaan bumi. Boedi Harsono, 
Hukum Agraria Indoesia, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 18. 
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yang bagaimana pun akan masih bersifat tetap dalam keadaan seperti semula dan 
dengan berjalannya waktu tanah dapatmembawa dampak lebih menguntungkan.  
Di dalam berlangsungnya kehidupan manusia, antara satu manusia dengan 
satu manusia lainnya pasti akan ada saling terjadi keterkaitan atau hubungan. 
Tanah yang merupakan salah satu kebutuhan penting di dalam kehidupan 
manusia, dengan adanya pertambahan populasi jumlah manusia maka akan 
mempengaruhi kebutuhan kepemilikan tanah yang akan bertambah, maka tanah 
dapat dialihkan kepemilakannya dari pemilik yang satu kepada pemilik yang lain. 
Pemerintah telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peralihan kepemilikan 
hak atas tanah yaitu Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 
susun dengan cara jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 
dan perbuatan hukum pemindahan tentang hak-hak yang lainnya, kecuali 
pemindahan hak melalui cara lelang hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan 
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dibuat oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) . Hal ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 ayat (1) 5 
Dalam praktek peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli yang banyak 
dilakukan oleh masyarakat Indonesia ternyata ditemukan fakta bahwa masyarakat 
tidak melakukan jual beli tanah melainkan hanya jual beli bangunan rumahnya 
saja. Hal ini sebenarnya telah dianut oleh Hukum tanah di Indonesia yang 
berdasarkan Hukum Adat yaitu dikenal dengan asas horizontal yang memiliki 
makna bahwa membagi secara horizontal mengenai kepemilikan tanah dan 
kepemilikan atas benda yang berdiri diatas tanah tersebut, sehingga antara 
bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah.6 
Hal tersebut diatas seperti halnya yang di terapkma pada kasus yang yang 
diangkat penulis dalam penelitian tesis ini yaitu yang terjadi di daerah yang 
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Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Hukum Tata Nasional, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 2007, 
hlm. 20. 
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dikenal sebagai daerah tanah keputren di Desa Kampungdalem, Kabupaten 
Tulungagung.  
Daerah tanah keputren tersebut merupakan satu wilayah desa yang 
luasanya sekitar 23.950 m2 yang telah dihuni dan ditempati oleh masyarakat 
warga tanah keputren, Desa Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung sejak tahun 
1950. Telah diketahui bahwa wilayah daerah tanah keputren tersebut adalah tanah 
hak milik yang sah dari Raden Mas Moenoto berdasarkan Sertpikat Hak Milik 
Nomor 145. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah tersebut berjumlah 
sekitaran kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga dan ternyata telah 
diketahui faktanya bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tanah 
keputren tersebut tidak memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah 7  atas tanah dan 
bangunan yang ditinggalinya tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada awal 
mulanya jaman dahulu para masyarakat daerah tanah keputren tersebut telah 
tinggal lama di dearah tanah keputren dengan izin pemiliknya yaitu Raden 
MasMoenoto. namun setelah sepeninggal Raden Mas Moenoto sebagai pemilik 
tanah keputren meninggal dunia, dari pihak keluarga Raden Mas Moenoto yaitu 
istrinya yang bernama R.Ay Moenoto menghendaki untuk dijualnya tanah 
keputren kepada warga yang telah meninggali tanah keputren tersebut.  
Masyarakat warga tanah keputren baru mengetahui dan menemukan fakta 
bahwasanya ternyata yang menjual tanah keputren ini yaitu R.Ay Moenoto adalah 
merupakan Istri Kedua dari Raden MasMoenoto dan menurut hukum secara 
perdata tidak diperbolehkan melakukan jual beli harta suaminya dikarenakan 
pernikahannya dilakukan secara siri yaitu Sah Menurut Agama Islam namun tidak 
didaftarkan pada catatan pemerintah. Oleh karena permasalahn tersebut maka para 
warga tidak dapat melakukan jual beli hak atas tanah keputren yang ditinggalinya, 
jadi apabila para warga ingin berpindah tempat tinggal atau ingin menjual 
rumahnya yang berada di tanah keputren tersebut, maka prosesnya para warga 
daerah tanah keputren membuat  “SURAT PERJANJIAN JUAL BELI 
                                                          
7Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat 
(1) Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data 
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku 
tanah yang berdangkutan. 
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BANGUNAN RUMAH DIATAS TANAH KEPUTREN” dibuat dengan 
perjanjian dibawah tangan, dimana surat perjanjian jual beli tersebut diketahui dan 
ditandatangani oleh Lurah Desa Kampungdalem. Perjanjian jual beli bangunan 
seharusnya dibuat dengan akta otentik sesuai dengan aturan pasal 1867 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang 
didalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau 
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta 
dibuatnya. Pegawai umum yang dimaksud dalam pasal ini adalah Notaris. Salah 
satu hal yang menarik dalam kasus ini yang harus diteliti adalah bagaimana 
mengenai kepastian hukum jual beli bangunan di atas tanah hak milik, karena 
yang terjadi biasanya adalah jual beli bangunan di atas tanah Negara dan jual beli 
bangunan pada rumah-rumah adat.  
Dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka hal tersebut 
melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang  status hukum Surat Perjanjian 
Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Hak Milik Nomor 145, Di Desa 
Kampungdalem Kabupaten Tulungagung dan tentang bagaimana perlindungan 
hukum bagi pembeli atas jual beli bangunan dengan Surat Perjanjian Jual Beli 
Bangunan Rumah Diatas Hak Milik Nomor 145, Di Desa Kampungdalem 
Kabupaten Tulungagung. Dalam tesis ini saya menitik beratkan pada 
permasalahan perjanjian yang dibuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan 
Rumah Diatas Hak Milik Nomor 145 (Milik Raden Mas Moenoto), Di Desa 
Kampungdalem Kabupaten Tulungagung.  
Pembahasan 
A. Gambaran Kasus  
 Pada awalnya daerah tanah keputren terletak di wilayah Desa 
Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung. Keputren sendiri memiliki makna 
merupakan daerah bekas kerajaan sehingga disebut dengan nama keputren. Jadi 
tanah keputren dalam kasus ini hanyalah merupakan nama sebutan untuk suatu 
wilayah atau daerah. Daerah tanah keputren dahulunya adalah milik Bupati 
Tulungagung yaitu R.M. Pringgokusumo yang diwariskan kepada putranya Raden 
Mas Moenoto. Sesuai dengan sertipikat hak milik nomr 145 tertulis pemilik tanah 
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adalah “RADEN MAS MOENOTO”.  Pada awalnya sejak sekitaran tahun 1950 
warga sudah mulai meninggali wilayah daerah tanah keputren dan membangunan 
bangunan rumah diatas tanah keputren dengan seizin pemiliknya yaitu Raden Mas 
Moenoto. Warga tinggal di daerah tanah keputren dengan ketentuan warga 
membayar sewa setiap satu bulan dan warga juga membayar Pajak Bumi 
Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Warga yang tinggal di daearah tanah keputren 
bejumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.  
Proses jual beli tanah keputren awalnya dilakukan dengan pembayaran 
secara bertahap karena banyak warga yang merasa keberatan untuk pembayaran 
tunai maka dibayarkan secara bertahap (cicilan) dengan membayar uang muka 
terlebih dahulu. Kemudian ketika proses pembayaran pihak penjual dan pihak 
pembeli menandatangani Surat Perjanjian ( Pelepasan Hak Atas Tanah) . 
Perjanjian tersebut dibuat secara dibawah tangan dan ditandatangani oleh para 
pihak dan saksi-saksi. Perjanjian ini dapat disebut dengan PPJB (Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli) yaitu merupakan perjanjian bantuan karena perjanjian pokok 
belum dapat terlaksana. Selang beberapa waktu kemudian ada beberapa warga 
yang telah membayar lunas untuk cicilan  jual beli tanah hak milik nomor 145 
(tanah keputren) tersebut. Namun ternyata tidak dapat dilanjutkan pada proses 
balik nama sertipikat hak atas tanah dikarenakan adanya sengketa antara R.Ay 
Moenoto (Martinah) dan anak-anaknya dengan R.Ay Moenoto (Karmiasih) dan 
anak-anaknya yang merupakan ahli waris dari Pemilik Tanah Hak Milik Nomor 
145 yaitu Raden Mas Moenoto. Namun disisi lain R.Ay Moenoto (Karmiasih) 
selaku istri kedua berniat untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan kepada 
warga yang menghuni tanah keputren tersebut. Warga yang memang berniat untuk 
memiliki tanah tersebut, akhirnya membeli sebagian tanah keputren tersebut dari 
istri kedua yaitu R.Ay Moenoto (Karmiasih), dengan pembayaran yang dilakukan 
secara bertahap, dimana apabila lunas akan dilakukan proses balik nama atas 
nama warga untuk sebagian tanah yang telah dibelinya. Karena R.Ay Moenoto 
(Martinah) selaku istri pertama tidak menyetujui peralihan hak tersebut.  
 Kasus ini terjadi sejak tahun 1983 sampai pada saat ini belum dapat 
terselesaikan, jadi dengan adanya permasalahan sengketa diatas maka sampai 
pada saat ini seluruh warga daerah tanah keputren tetap meninggali wilayah 
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tersebut tanpa memiliki sertipikat hak atas tanah. Jadi apabila ada warga daerah 
tanah keputren ingin berpindah tempat tinggal atau menjual rumahnya, maka para 
warga daerah tanah keputren melakukan peralihan jual belinya dengan Surat 
Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah Keputren yang dibuat dengan 
perjanjian dibawah tangan. Dimana Surat perjanjian jual beli bangunan rumah 
yang dibuat secara dibawah tangan oleh para warga tersebut dibuat oleh para 
pihak dengan diketahui oleh lurah Desa Kampungdalem.  Dari surat perjanjian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian tersebut hanya memuat tentang 
jual beli bangunan rumahnya saja tanpa hak atas tanahnya.  
1. Status Hukum hak atas Tanah Keputren dalam praktek jual beli 
bangunan dengan menggunakan Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan 
Rumah Diatas Tanah Hak Milik nomor 145  dalam kehidupan 
masyarakat di Daerah Tanah Keputren di Desa Kamungdalem, 
Kabupaten Tulungagung 
 Tanah Keputren merupakan daerah bekas kerajaan, jadi sebutan tanah 
keputren adalah merupakan sebutan untuk daerah tanahnya. Mengenai data-data 
kepemilikan daerah tanah keputeren ini berdasarkan Sertipikat Hak Atas Tanah 
adalah: 
1. Keadaan Tanah: Suatu Perkarangan, diatasnya terdapat beberapa buah 
rumah batu dan beberapa buah rumah kayu berdasar batu . 
2. Luas : 23.950 m2 (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter 
persegi) 
3. Surat hak tanah : Hak Milik Nomor 145 
4. Tertulis Atas Nama : Rades Mas Moenoto 
5. Surat Ukur : Tanggal 25-11-1958 No.65/1958 
 Dari keterengan data-data yang diperoleh dari sertpikat diatas maka dapat 
disimpulkan bahwasanya status daerah tanah keputren merupakan tanah hak milik 
Nmor 145 Milik Raden Mas Meonoto. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat 
pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah. Sertipikat tanah yang 
diberikan itu akan memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak yang 
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bersangkutan, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, baik apabila 
ada persengketaan terhadap tanah yang bersangkutan maupun dapat pula 
berfungsi sebagai jaminan pelunasan suatu hutang pada Bank Pemerintah atau 
Bank Swasta. Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sertipikat hak atas 
tanah memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting untuk kepemilkan hak atas 
tanah. 8 
 Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memuat beberapa tingkatan atau 
jenjang hak penguasaan atas tanah, yaitu: 
1. Hak Bangsa Indonesia 
2. Hak Menguasai dari Negara 
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan 
4. Hak-Hak Perorangan/Individual9 
Dapat diuraiakan lebih lanjut, tanah keputren termasuk dalam 
penggilongan dan penguasaan hak milik. Hak Milik atas tanah dalam Undang-
Undang Pokok Agraria telah dirumuskan dalam pasal 20 UUPA Yakni :Hak Milik 
adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas 
tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.10Sifat yang paling dipegang oleh hak 
milik adalah “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. 
Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak”, tak 
terbatas dan tidak dapat diganggu gugat” sebagaimana hak eigendom. 11 Dari 
analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya Status Hukum Hak Atas 
Tanah Keputren dalam praktek jual beli bangunan dengan menggunakan Surat 
Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah Hak Milik nomor 145  dalam 
kehidupan masyarakat di Daerah Tanah Keputren di Desa Kamungdalem, 
Kabupaten Tulungagung adalah hak milik yang termasuk dalam penggolongan 
hak perorangan dan merupakan hak atas tanah primer yaitu hak atas tanah yang 
                                                          
8
 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pendaftarannya, Alumni, 1993, hlm.  
73. 
9Ibid., hlm. 264.  
10Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraia Pasal 20. 
11
 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, Seksi Hukum Perdata Universitas 
Gadjahmada, Yogyakarta, 1974, hlm. 53. 
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diberikan oleh Negara. Namun dalam kasus ini para masyarakat warga tanah 
keputren tidak dapat memiliki penguasaan hak atas tanahnya menjadi hak milik 
dari masing-masing warga yang meninggal tanah keputren tersebut dikarenakan 
pada saat proses jual beli tanah yang dilakukan oleh para warga tanah keputren 
dan pemilik tanah yaitu istri kedua dari pernikahan siri Raden Mas Moenoto 
dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat secara dibawah tangan. 
Selain hal tersebut masih ada sengketa antara ahli waris Raden Mas Moenoto 
yaitu antara Istri Pertama dan Istri Kedua Raden Mas Moenoto yang belum dapat 
terselesaikan sehingga proses Balik Nama Sertpikat Hak Atas Tanahnya tidak 
dapat dilaksanakan hal ini mengakibatkan status hukum hak atas tanah yang 
ditinggali para warga Tanah Keputren tersebut tidak memiliki alat bukti yang kuat 
mengenai kepemilikan hak atas tanahnya sehinggs status kepemilikan hak atas 
tanahnya tidak kuat atau tidak jelas. Jadi penguasaan hak atas tanah yang 
dibuktikan dengan perjanjian dibawah tangan hanya berperdoman asas itikad baik 
jadi tanah keputren tersebut bisa dipakai namun tidak dapat dimiliki. 
2. Kajian Yuridis Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah 
Hak Milik Nomor 145 dengan perjanjian di bawah tangan dalam kehidupan 
masyarakat di daerah tanah keputren, Desa Kampungdalem, Kabupaten 
Tulungagung 
Analisa penelitian kasus yang diangkat dalam penelitian ini akan di titik 
beratkan pada analisis mengenai jual beli bangunan rumah diatas tanah hak milik 
nomor 145 yang dilakukan para warga di daerah tanah keputren, desa 
kampungdalem, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari segi hukum yang ada. 
Mengenai jual beli sendiri pengertiannya telah diatur di dalam Hukum Perdata ini 
dan hanya bersifat obligatoir, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru 
meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan 
pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak 
milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk 
menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan di sebelah lain meletakkan 
kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan hak-
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nya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya12. Negara 
Indonesia yang hukum tanahnya telah di atur dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria betumpu pada Hukum Adat, di mana tidak mengenal asas pelekatan, 
melainkan menganut asas “pemisahan horizontal” (dalam bahasa Belanda disebut 
dengan horizontale scheiding), dimana hak atas tanah tidak dengan sendirinya 
meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatasnya.Mengenai Jual 
beli bangunan rumah telah diketahui mengenai tanah yang diatasnya didirikan 
bangunan atau ditanami tanaman, sesuai dengan Hukum Tanah Nasional kita 
menggunakan asas dalam hukum adat, yaitu adanya pemisahan antara tanah 
dengan benda-benda yang erat melekat di atasnya seperti bangunan dan tanaman. 
Tanah tunduk pada hukum tanah dan bangunan tunduk pada Hukum Perikatan. 
Yang mempunyai tanah itu tidak dengan sendirinya menjadi pemilik bangunan 
yang didirikan orang lain di atas tanahnya. Oleh karena itu, jika pemilik tanah dan 
bangunan yang ada di atas tanah berbeda maka jual beli tanahnya tidak termasuk 
dengan bangunannya. 13 
Menurut Dijuhendah Hasan menyampaikan pendapatnya bahwa “ Asas 
pelekatan vertical tidak di kenal dalam Hukum Adat , karena mengenal asas 
lainnya yaitu asas pemisahan horizontal dimana tanah terlepas dari segala sesuatu 
yang melekat padanya. Di dalam Hukum Adat, terdiri atas benda tanah dan benda 
bukan tanah, dan yang dimaksud dengan tanah memang hanya tentang tanahnya 
saja (demikian pula dimkasud dalam pengaturan hukum tanah dalam UUPA) 
sesuatu yang melekat pada tanah pengaturan dalam pengertian benda bukan tanah 
dan tehadapnya tidak berlaku ketentuan benda tanah.14 
Jadi jual beli tanah dan bangunan merupakan dua hal yang berbeda 
menurut hukum adat, namun dalam kasus yang terjadi dalam praktek jual beli 
bangunan dengan menggunakan Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah 
Diatas Tanah Hak Milik Nomor 145 dengan perjanjian di bawah tangan dalam 
                                                          
12
 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 86. 
13Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas tanah dan pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 
hlm. 82. 
14Djuahendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lainnya yang 
Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Aditya Bakti, 
Bandung, 1996, hlm. 76. 
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kehidupan masyarakat di daerah tanah keputren, Desa Kampungdalem, Kabupaten 
Tulungagung. Bangunan rumah yang dijual dalam kasus ini merupakan bangunan 
gedung atau dalam bentuk permanen, yang secara logika tidak dapat diangkat atau 
dipindahkan selain dihancurkan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan asas 
horizontal yang dianut oleh hukum adat. Didalam hukum adat jual beli bangunan 
yang dijual adalah bangunan yang terbuat dari bambu atau kayu yang dapat 
dipindah tangankan dengan diangkat atau lain sebagainya.  
Asas pemisahan horizontal tersebut tidak mutlak harus diterapkan dalam 
menghadapi kasus-kasus tertentu seperti kasus yang diangkat dalam penelitian 
tesis ini, mengingat bahwa tidak ada suatu pasal pun di dalam UUPA yang secara 
tegas telah menjabarkan asas pemisahan horizontal tersebut ke dalam pasal-pasal 
dari UUPA dan juga karena pengertian dari Hukum Adat Sendiri, yaitu hukum 
yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Hukum 
adat selalu memperhatikan faktor-faktor serta kenyataan yang ada pada setiap 
kasus yang dihadapi. Dengan bertitik tolak dari hak diatas, maka tentunya 
penerapan asas pemisahan horizontal tersebut tidaklah selalu mutlak harus 
diterapkan.15 Dalam hal ini masyarakat warga tanah keputren bukan merupakan 
masyarakat adat yang memiliki hukum adat dan kepala adat melainkan  
masyarakat umum yang selayaknya menerapkan hukum tanah sesuai dengan 
peraturan yang ada didalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan lain 
yang bersangkutan. 16 
Sebagaimana diketahui sebelum UUPA, di Negara kita berlaku bersamaan 
dua perangkat hukum tanah, yaitu hukum tanah barat yang bersumber pada Kitab 
Undag-Undang Hukum Perdata dan hukum tanah dapat yang bersumber pada 
hukum adat.Menurut Beodi Harsono, dalam hukum tanah Negara-negara 
dipergunakan apa yang disebut asas accessie atau asas “pelekatan”. Makna asas 
pelekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman yan 
terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan 
bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikikan, yang termasuk 
pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang 
                                                          
15Ibid., hlm. 82. 
16Ibid., hlm. 82. 
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ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak 
lain. 17 Hal lain yang berakaitan dengan jual beli bangunan rumah Pemerintah 
menganut asas vertical untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat dan untuk 
tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal diatur di dalam Surat 
menteri pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 Undang-Undang No.91/14 jo 
S.Dep. Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66. 18  . Jadi dapat 
disiumpulkan bahwasanya peralihan tanah hak milik Noomor 145 harus 
mengikuti aturan tersebut yaitu mrnggunakan asas vertical yang memilik makna 
jual beli tanah yang meliputi dengan bangunan yang ada diatasnya. Dengan 
adanya peraturan ini maka, Praktek jual beli bangunan dengan Surat Perjanjian 
Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah Hak Milik Nomor 145 dengan 
perjanjian di bawah tangan dalam kehidupan masyarakat di daerah tanah keputren, 
Desa Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung telah melanggar atau tidak 
mematuhi aturan Surat menteri pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 
Undang-Undang No.91/14 jo S.Dep. Agraria tanggal 10 desember 1966 No. 
DPH/364/43/66. 
Dalam hal jual beli bangunan harus dilakukan dengan menggunakan akta 
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah 
Notaris.Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 
Tentang Jabatan Notaris :19 
“ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 
Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan untuk 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang.” 
                                                          
17Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Hukum Tata Nasional, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 2007, 
hlm. 4. 
18Surat Menteri Pertanahan/Agraria tanggal 8 Februari 1964 Undang-undang No.91/14 jo S.Dep. 
Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66. 
19Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 Ayat 1. 
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Akta yang dibuat secara tertulis dan dikehendaki oleh para pihak untuk 
dibuat secara notariil, dihadapan notaris dan sebagai alat bukti yang sempurna 
bagi para pihak mengenai apa yang merupakan hak dan kewajibannya, dan 
sebagai perlindungan bagi para pihak dikemudian hari apabila ada pihak lain yang 
wanprestasi. Namun dalam kasus ini jual beli bangunan rumahnya dibuat dengan 
perjanjian dibawah tangan. Jadi jual beli bangunan rumah yang dibuat dengan 
perjanjian dibawah tangan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak 
memiliki kekuatan hukum.  
Mengenai kepastian hukum perjanjian yang telah di buat oleh para pihak 
dalam kasus ini bila dilihat dari aspek tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk 
sahnya suatu perjanjian, dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 
yaitu : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal 
Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengani 
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua 
belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam 
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada 
atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak 
diharuskan oleh Undang-Undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja 
kemudai dapat dihitung atau ditetapkan.  Dalam kasus ini tanah hak milik nomor 
145 yang merupakan tanah milik Raden Mas Moenoto yang dijual R.Ay Moenoto 
(Karmiasih) selaku istri kedua yeng menurut hukum belum dapat dipastikan 
mengenai kewenangannya untuk menjual. Maka sebagai penjual tanah keputren 
belum dapat memenuhi unsur suatu hal tertentu. Dengan dinyatakan bahwasanya 
penjual tanah tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka pihak lainnya yang 
melakukan peralihan dalam bentuk apapun juga dinyatakan tidak dapat 
dibenarkan secara hukum karena dari awalnya perjanjian yang yelah dibuat telah 
menyalahi atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang. Unsur yang tidak dipenuhi oleh para pihak adalah merupakan syarat 
obyektif, dalam hal syarat obyektif, kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, 
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perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah 
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para 
pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan 
hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada sadar untuk saling 
menuntut di depan hakim.20Jadi perjanjian yang dibuat dalam kasus Praktek jual 
beli bangunan dengan Surat Peranjian Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah 
Hak Milik Nomor 145 dengan perjanjian di bawah tangan dalam kehidupan 
masyarakat di daerah tanah keputren, Desa Kampungdalem, Kabupaten 
Tulungagung, dapat disimpulan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur 
suatu hal tertentu.  
3. Perlindungan hukum bagi pembeli atas praktek jual beli bangunan 
dengan menggunakan Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Diatas 
Tanah Hak Milik nomor 145 dengan perjanjian di bawah tangan dalam 
kehidupan masyarakat di daerah tanah keputren, Desa Kamungdalem, 
Kabupaten Tulungagung 
Dalam menjalani kehidupannya masyarakat yang tinggal di negara yang 
memiliki aturan Hukum maka harus mendapat perlindungan hukum dari 
negaranya. Seperti halnya di Indonesia semua masyarakat yang tinggak di 
Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum yang baik dan benar sehingga 
dapat terciptakan rasa keadilan. Terciptanya perlindungan hukum bagi masyarakat 
merupakan cerminan dari terwujudnya kepastian hukum. Kepastian adalah suatu 
ciri dari hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam hal untuk norma 
hukum tertulis. Salah satu dari tujuan hukum adalah kepastian.Kepastian hukum 
secara normatif yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti 
karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan 
keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma 
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan. Hukum itu bertujuan menjamin 
adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan 
pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Berkenaan dengan 
tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang 
                                                          
20Sukbeti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 20. 
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diantaranya Pendapat dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan 
Pengadilan” , Prof Subekti, S.H., mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada 
tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah:  mendatangkan kemakmuran dan 
kebahagiaan pada rakyatnya.21 
Dari penjabaran kasus yang telah di jelaskandiatas, maka dapat 
disimpulkan bahwasanya Praktek jual beli bangunan dengan Surat Perjanjian Jual 
Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah Hak Milik Nomor 145 dengan perjanjian di 
bawah tangan dalam kehidupan masyarakat di daerah tanah keputren, Desa 
Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung adalah batal demi hukum. Maka dalam 
pembahasan ini akan di analalisa bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli 
atas kasus ini.  
Dalam hal jual beli bangunan rumah, Pengertian Jual Beli Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum telah diatur didalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang 
bersifat timbal balik dengan  mana pihak yang satu yang disebut dengan penjual 
berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya 
disebut dengan pembeli telah sepkaat dan berjanji untuk membayarkan uang 
sejumlah harga yang telah disepakati dari perjanjian yang telah dibuat oleh 
keduanya.Dalam kasus Praktek jual beli bangunan dengan menggunakan Surat 
Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah Hak Milik Nomor 145 
dengan perjanjian di bawah tangan dalam kehidupan masyarakat di daerah tanah 
keputren, Desa Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung. Subyek dari yang 
melakukan jual beli adalah sudah sangat jelas yaitu adanya pihak penjual 
(kreditur) dan pihak pembeli (debitur) dimana telah diketahui dalam analisis 
diatas bahwasanya pihak-pihak dalam perjanjian sudah menyatakan sepakat dan 
merupakan pihak-pihak yang dapat dinyatakan cakap menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maka jual beli dalam kasus ini dapat 
dinyatakan telah terjadi namun ada beberapa unsure-unsur lain yang mungkin 
belum dapat terpenuhi.  
                                                          
21C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,  Balai 
Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41. 
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  Dalam kasus ini Mengenai obyek jual belinya merupakan dalam golongan 
benda tidak bergerak yaitu berupa bangunan rumah. Penyerahan dari barang tak 
bergerak dengan perbuatan  yang dinamakan “balik nama” di muka Pegawai 
Kadester atau pegawai balik nama atau dengan pengutipan sebuah “akta 
transport” . Pasal 1459 KUHPerdata yang menetapkan bahwa hak eigendom atas 
benda yang telah dibeli baru beralih kepada pembeli setelah dilakukan penyerahan 
(levering) dan cara penyerahan demikian diatur dalam Pasal 616 KUHPerdata.22 
  Adapun orang yang “berhak berbuat bebas” adalah pemilik barang atau 
orang yang dikuasakan olehnya. Sesuai dengan asas nemo plus yuris yang 
berbunyi : orang tak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini 
berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Asas ini 
bertujuan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Berdasarkan asas ini, 
pemegang hak yang sebenrnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang 
terdaftar atas nama siapapun.23  Jadi dalam kasus ini pihak-pihak yang melakukan 
perjanjian tidak dapat memenuhi dan melaksanakan proses levering sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku. Maka pihak pembeli tidak dapat memiliki 
perlindungan hukum yang kuat karena tata cara jual belinya dilakukan dengan 
cara yang salah dan dapat disimpulkan telah melanggar Pasal 1337 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, 
apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan 
baik atau ketertiban Umum.  
Dari analisa diatas maka seharusnya pihak penjual dari kasus ini menurut 
teori jual beli adalah apabila terbukti ada cacat tersembunyi atas obyek jual beli 
yang telah disepakati maka pihak penjual harus bertanggung jawab untuk 
menanggung cacat-cacat tersembunyi tersebut, meskipun telah diperjanjikan 
bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap 
bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah 
dilakukan olehnya; semua persetujuan yang bertentagan dengan ini adalah batal 
(Pasal 1494 BW). Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika tejadi suatu 
penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada seorang 
                                                          
22Ibid., hlm. 76. 
23Adrian Sutedi, Op.cit, hlm. 118. 
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lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli ini 
pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan Hakim 
untuk menyerahkan barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri 
untung ruginya. 
Perlindungan hukum yang dapat diperoleh pihak pembeli apabila terbukti ada 
cacat tersembunyi atas obyek jual beli yang telah disepakati maka seharusnya si 
pembeli berhak untuk menuntut kembali dari si penjual : 
1. Pengembalian uang harga pembelian 
2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil 
itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan. 
3. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk 
ditanggung begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat 
asal. 
4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan 
penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli. 
Apabila si penjual mengetahui adanya cacad tersembunyi yang tidak ia 
beritahukan kepada pembeli, maka berdasarkan Pasal 1508 KUH Perdata, ia wajib 
untuk : 
1. Mengembalikan uang harga pembelian 
2. Mengembalikan hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil 
itu kepada si pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan 
3. Mengganti segala biaya kerugian dan bunganya kepada pembeli. 
Hal-hal tersebut di atas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum 
yang seharusnya di dapatkan oleh pembeli dan penjual sewajibnya harus dapat 
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan ini sesuai dengan pendapat mengenai teori perlidungan 
hukum yang dikemukakan olehSatjipto Raharjo adalah dimana hukum melindungi 
kepentingan seseorang dengan cara menempatkan kekuasaan secara terukur untuk 
bertindak dalam rangka pemenuhan kepentingan tersebut. Teori Perlindungan 
Hukum yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, S.H. ini lebih 
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menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi 
Negara. 
Namun dalam kasus ini hal ini belum dapat terlaksanakan, padahal fungsi 
dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat adalah untuk memperoleh 
kepastian hukum bagi masyarakat seperti halnya teori kepastian hukum yang 
memiliki dua pengertian yaitu Aturan-aturan yang bersifat umum membuat 
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 
Merupakan landasan untuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 
pemerintah karena dengan adanya aturan-aturan yang ditaati dan bersifat umum 
maka individu dapat mengetahui apa saja  hal-hal (mengenai hak dan kewajiban) 
yang boleh dibebankan dan dilakukan oleh Negara terhadap individu.24 
Perlidungan hukum terhadap pembeli dalam kasus Praktek jual beli 
bangunan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah Hak 
Milik Nomor 145 dengan perjanjian di bawah tangan dalam kehidupan 
masyarakat di daerah tanah keputren, Desa Kampungdalem, Kabupaten 
Tulungagung bila dilihat dari aspek perjanjian dibawah tangan yang telah dibuat 
adalah telah melanggar peraturan yang ada . Karena jual beli bangunan rumah 
harus dinyatakan dengan akta otentik. Pengertian Akta ada dalam bahasa Belanda 
biasa ditulisa dengan acta, di Inggris bisa di tulis dengan deed, di Prancis ditulis 
acte. 25 Acte, an instrument, a proof in writing, such as a deed, bill of 
sale26“Pengertian disini lebih detail, yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang 
satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum 
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta 
Autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan mebuat 
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh 
suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 
atau orang lain”. 
                                                          
24
 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 
2011, hlm. 137. 
25
 Abdulla, Salin H.S, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of 
Understanding (MoU), Sinar Grafka, Jakarta, 2006, hlm. 29. 
26
 Garner Bryan, Black’s Law Dictionary, West Group, St Paul Minn, 1999, hlm. 25. 
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Analisa dari perjanjian yang telah dibuat dengan dibawah tangan yaitu 
akta dibawah tangan memiliki pengertian suatu perjanjian yang dituangkan dalam 
sebuah akta yang hanya dilakukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan tanpa 
ada pejabat yang berwenang, dan unsur terkuat dalam akta dibawah tangan adalah 
kepercayaan, biasanya akta dibawah tangan hanya digunakan sebagai bukti bahwa 
telah adanya perjanjian jual beli yang terjadi antara pihak pembeli dan 
penjual.Pengertian akta di bawah tangan telah diatur di dalam Pasal 1874 
KUHPerdata menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan 
adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan 
rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang 
pejabat umum. 
Sebagaimana juga telah diketahui bahawasanya dalam kasus ini 
perjanjiannya dilakukan dengan akta dibawah tangan maka tidak memiliki 
kekuatan hukum dan telah melanggar aturan. Seharusnya jual beli bangunan 
rumah harus dibuat dengan akta autentik oleh pejabat yang berwenang dalam hal 
ini notaris. Ketentuan ini sifatnya mengikat dengan mengandung konsekuensi 
hukum bahwa suatu transaksi dengan obyek berupa tanah apabila dilakukan 
dengan akta dibawah tangan terancam kebatalan, sebab bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap traksasi atas tanah 
harus dengan Akta yang dibuat oleh di hadapan Pejabat yang berwenang.27 
Simpulan 
1. Status Hukum hak penguasaan atas tanah keputren untuk para masyarakat 
warga tanah keputren adalah tidak kuat atau tidak jelas, dikarenakan pada 
saat proses jual beli tanah yang dilakukan oleh para warga tanah keputren 
dengan pemilik tanah dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli tanah yang 
dibuat secara dibawah tangan. Selain hal tersebut masih ada sengketa antara 
ahli waris dari Pemilik tanah yang belum dapat terselesaikan sehingga proses 
Balik Nama Sertpikat Hak Atas Tanahnya tidak dapat dilaksanakan.  
                                                          
27Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2001, 
hlm. 148. 
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2. Jual beli bangunan rumah dengan Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan 
Rumah Diatas Tanah Hak Milik Nomor 145 dengan perjanjian di bawah 
tangan dalam kehidupan masyarakat di daerah tanah keputren, Desa 
Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung adalah tidak dapat dibenarkan 
secara hukum, dikarenakan masyarakat wilayah tanah keputren bukan 
merupakan masyarakat adat dan bangunan yang dijual merupakan bangunan 
gedung (permanen) yang tidak dapat dipindahkan maka asas horizontal yang 
dianut oleh hukum adat tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Dalam hal lain 
Pemerintah menganut asas vertical untuk tanah yang sudah memiliki 
sertifikat dan untuk tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal 
(Surat menteri pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 Undanrg-Undang 
No.91/14 jo S.Dep. Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66.) 
Jadi praktek jual beli banngunan ini telah melanggar atau tidak mematuhi 
aturan diatas. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak telah melanggar 
syarat obyektif dalam perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum 
karena tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu. Dalam hal jual beli 
bangunan harus dilakukan dengan menggunakan akta otentik yang dibuat 
oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris. Dalam kasus ini 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenhi unsure suatu hal 
tertentu mengenai obyeknya yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal 
demi hukum. 
3. Dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan 
terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menganggung 
kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi apabila si penjual mengetahui 
adanya cacad tersembunyi yang tidak ia beritahukan kepada pembeli, maka 
berdasarkan Pasal 1508 KUH Perdata, ia wajib untuk Mengembalikan uang 
harga pembelian. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena 
sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Para pihak tidak akan 
mentolelir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat 
tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam Pasal 1339 
KUHPerdata menyatakan bahwa Perjanjian – perjanjian tidak hanya mengikat 
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga 
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untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepautan, 
kebiasaan atau undang-undang. Maka dalam hal ini pihak pembeli harus 
mendapatkan haknya apabila ada cacat tersembunyi dari obyek jual beli yang 
dilakukan. 
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